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BAB I 

PENDAHULUAN 
\ 

Di dalam masyarakat yang sedang berkembang seperti sekarang m1 , 

kebutuhan manus1a akan semakin komplek jika dibandingkaD dengan kebutuhan 

manusrn pada zaman dahulu, dir.1ana manus1a hanya membutuhkan makan dan 

tempat tinggal untuk kelangsungan hidup dan keluarganya. Da1am perkembangan 

selanjutnya semakin terasa bagi mereka bennacam-macam kebutuhan yang harus 

mereka penuhi, seperti kebutuh:m akan tempat tinggal , pakaian, pengetahu~n dan 

ilmu serta jaminan hari tua dan lain sebagainya. 

Dengan adanya perkembang1.n kebutuhan rudup yang telah dicapai oleh 

manusia menimbulkan adanya permintaan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang baru 

yang tidak kalah pentingnya drui kebutuhan yang tersebut di atas , salah satu 

kebutuhan yang selalu dicari oleh setiap manusia adalah suatu kepastian , karena 

dalam kehidupannya manusia itu selalu dibayang-bayangi oleh ketidak pastian. 

Kepastian yang hendak dicapai disini antara lain dimaksudkan adalah seku riti 

ekonomi. Setiap manusia ti<lak ingin kehiJangan nilai ekonomi hidup agar kestabnan 

kehidupan usaha dan keluarganya dapaat selalu terjamin. Apabila nilai ekonomi 

manusia itu hilang atau berkurang, maka manusia lain y~ng ikut merasakannya. 

Kondisi tersebut di a.tas juga sangat terasa dewasa ini, dimana keadaan-

keadaan yang tidak je]as serta tidak menentu membuat orang harus mempunyai 

kepastian bagi masa depannya, baik itu usaaha maupun keluarganya. Ketidak pasti an 

itulah yang mendasari seseorang untuk mengamisipasinya. 
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Seseorang selaku pemilik suatu usaha mempunyai nila.i ekonomi y~ng paling 

tinggi bagi setiap karyawaimya clan juga bagi keluarganya, karenanya jika usahari ya 

tersebut mengalami musibah seperti kebakaran dan lain sebagainya yang sering 

terjadi dewasa ini maka dapat dipastikan seseorang tersebut secara langsung akan 

kc-~ h i langan usahanya dan karyawannya akan kehilangan pekerjaannya. 

Keadaan tersebut tidaklah dapat dihindari jika menimpa seseorang da11 

nsahanya. Antisipasi terhadap kejadian tersebut perlu diusahakan. Maka dengan 

dernikian seoarang pengusaha akan berusaba mencari pibak lain untuk dihbatkan 

dalam menanggung kerugian sebagaimana disebutkan di atas. 

Untuk hal yang demikian, maka peranan asuransi sebagai pihak penanggung 

menjadi sangat penting, bahkan memegang peranan yang sangat besar dalam suatu 

kegiatan bidang usaha yang mengalami musibah seperti halnya kebakaran. Dengan 

adanya suatu perusahaan sebagai pihak penanggung maka suatu bentuk usaha akan 

dapat terjamin kelangsungan hidupnya sehingga aktivitas perusahaan tersebut dapa1 

berjalan kembali sebagaimana sebelum suatu musibah terjadi. 

Perkembangan kebutahan hidup yang telah dicapai oleh man 11sia 

menimbulkan adanya pe1mintaan terhadap kebutuhan-kebutuha.n yang baru y::mg 

tidak kalah pentingnya dari kebutuhan pokok yang ada, salah satu kebutuban yang 

selalu dicari oleh setiap manusia adalah suatu kepastian, karena dalam kehidupannya 

1 
, 

rnanusia itu selalu dibayang-bayangi oleh ketidak pastian. ' 
• 

l Kepastian yang hendak dicapai di sini antara lain dimaksudkan adalah sek urit1 

ekonomi. Setiap rnanusia tidak ingin kehilangan nilai ekonomi hidup agar kestabilan 

l 

I 
' 
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kehidupan usaha dan keluarganya dapat selalu terjamin. Apabila nilai- ekcnorni 

kepastian bagi masa depannya, baik iiu usahanya maupun 

pastian itulah yang mendasaii seseorang untuk mengantisipasinya. 

Seseorang se:laku pemili k suatu usaha mempunyai nilai ekonomi yang paling 

tinggi bagi setiap karyawannya dan juga bagi keluarganya , karenanya jika usahanya 

tersebut mengalami rnusibah seperti kebakaran dan lain sehagainya yang sering 

terjadi dewasa ini maka dapat dipastikan seseorang tersebut secara langsung aka11 

kehilangan usahanya dan karyawannya akan keh ilangan pekerjaannya. 

Keadaan tersebut tidaklah dapat dihindari jika menimpa seseorang dan 

usahanya. Antisipa~i terhadap kejadian tersebut perlu diusahakan. Maka dengan 

demikian seorang ,pengusaha akan berusaha mencari pihak lain untuk dilibatkan 

dalam menanggung kerugian sehagaimana disebutkan di atas. 

I Sebagai bukti permulaan dan sebagai bukti terpent!ng dari penanggungan 

j 
I 
t 

.l 

Dalam polis dicantumkan hal-hal terhadap peristiwa apa penanggungan 

digantungkan, umpamanya peristiwa kebakarnn dan syarat-syarat dari pe r i s t i w~t 

kebakaran dan syarat-syarat dari peristiwa kebakaran itu serta peristiwa-peristiv-.-a 

apa yang disarnakan dengan kebakaran tersebut 

Sehubungan <lengan kebakaran yang terjadi pada objek 

dipertanggungkan, maka pelaksanaan ganti rugi pertanggungan terhadap objek 

tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah disepakati oleh 

~ 

_l 
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BABU 

ASURANSI P ADA UMlJMNYA 

A. Pengertian Asuransi 

Adanya asuransi maka ingatan orang akan tertuju kepada kedua pihak yang 

tersangl--ut di dalarnnya secara timbaJ balik. Dalam mencari pengertian dari asurans1 

dan sementara belum sarnpai kepada kesimpulan, maka ada baiknya kita tir.jau 

terlebih dahulu dari sudut aiti kata. 

"Asuransi atau dalam bahasa Belanda "verzekering" berarti pertanggungan". I)_ 

Seperti yang disebutkan tadi maka dalam pertanggungan akan ada dua pihak 

yang tersangkut di dalamnya yaitu tergantung dan penanggung. Pihak yang satu 

sebagai penanggung, bersedia menanggung kerugian yang akan terjadi kerugian maka 

adalah akibat dari suatu peristiwa tertentu: Konsekuensi dari hal ini adalah bah wa 

kepada orang kerugiannya akan dipikul oleh penanggung tersebut ke atas pundakny 2, 

dilctakkan suatu kewajiban untuk mclakukan suatu pcmbayaran dengan jumlah uang 

kepada pihak penanggung apabila kerugian ters~but terjadi dalam batas waktu yang 

diperjanjikan. 

Sclanjutnya kita lihat pula pengertian yang telah dirumuskan dalam Pasal 46 

I~UH Dagang yang menyebutkan sebagai berikut : 

' 
"Asuransi atau pertanggungan adalah snatu perjanj ian, dengan mana seo ra ng 

penanggung mengikatkan diri dengan seorang tertanggung, dengan rnenerirna 

l ) Mr. Wi:rjono Prodjodikoro, Hukum Asurnnsi di Indonesia, Penerbit PT 
lntermasa, Jakarta, 1986, hal. 1. 
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I 

I 
1 

surat suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu 

kerugian, kerusakan atau kebilangan. Keunt1mgan yang diharapkar, yang 

mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu " .. 

Jika ditarik kesimpulan yang menjadi isi dalam Pasal 246 KUH Dagang tersebut di 

atas, pada pokoknya adalah sebag~i berikut : 

1. Harns adanya tertanggung yang dalam bahasa Belanda disebut verzekerdeyang 

berjanji akan membayar sejumlah uang premi yang besamya tergantung kep<~da 

j1m1lah pertanggung atau kemgian yang ak:an ditanggung oleh penanggung.Dalam 

praktek yang di jalankan pada saat ini adalah bahwa uang premi yang tclah 

ditentukan itu hams d1bayar dalan1 jangka waktu 14 hari yang terhitung sejak 

permulaan atau perpanjangan perjanjian tersebut. Dengan ancaman batal 

pertanggungan bila hal ini dilakukan. 

2. Harns adanya pihak: penaaggung sebagai lawan pihak tertanggung. Jrnn lahnva 

uang akan dibayarkan penanggung kepada tertanggung apabila kerugian yang 

tidak dapat ditentukan oleh karena bergantung kepada dasarnya kerugian yang 

akan terjadi. 

"Selanjutnya oleh Undang-Undang untuk rnenanggung suatu barang untuk jw nlah 

yang melcbihi harganya misalnya sebuah mobil yang harga''1ya rntu juta rn piJ.h 

, tidak boleh diasuransikan untuk dua juta rupiah " . Z) 

, 

3. Harns adanya peristiwa, peristiwa mam{ sebelumnya dapat ditentukan az,1 

terjadinya. "Pembahasan yang lcbih mendalam adalah uraian prinsip asurnns: 

2
) Prof Subekti, SH, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, l 982, ha!. 

219. 
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dalarn bahagian selanjutnya. Dipak:ainya kata-kata peristiwa yang tak tentu itu 

dalam Pasal 246 KUH Dagang, mungkin merupakan penjelmaan dari apa yang 

diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Yang merupakan ketentuan umum dari 

ketentuan yang ada dalam KUH Dagang sendiri sebagai peraturan khususnya. 

Dalam Pasal 1774 KUH Perdata tersebut diberi pengertian terhadap perjanjian 

atau perjanjian untung-untungan dimana : 

"Persetujuan untung-untungan adalah suatu perbutan yang hasi lnya mengenai 

untung rugi, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung 

pada kejadian yang belum tentu. Demikian adalah : Persetujuan pertanggyngan, 

hunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Persetl.ljuan yang pertama diatur 

dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang". 

Da!am Pasal yang disebutkan tjga contoh dari persetujuan untung-untungan, 

satu <liantara persetujuan pertanggungan dan selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 

tersebut bahwa khusus mengenai persetujuan pertanggungan diatur dalam KUH 

Dagang. 

"Pw yebutan tiga contoh ini adalah tepat oleh J<.1irena disitu dikatakan, bahwa has il 

dari pelaksanaan persetujuan berupa untung atau ruginya berg'1.ntung kepada 

peristiwa yang belum tentu akan te1jadi". 3
) 

Seliingga yang menjadi masalah sekarang ialah alasan. apa yang dapat dipegang 

terhadap keberatan pemakaian arti kata perjanj ian untung-untungan atau persetuj uan 

terhadap untung-ur.tungan terhadap pertanggungan asuransi. 

3) Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit9 hal. 2. 

7 
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Mr. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa yang bergantungan padci. 

kejadian yang belum tentu itu ialah kewajiban d.ari pihak penanggung untuk 

membayarkan sejumlah uang sebagai pengganti terhadap tertanggung merupakan 

keuntungan baginya di pihak lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

persetujuan untung-untungan itu akan mengakibatkan pe1janjian bersyarat dari pihak 

penanggung yang pada umurnnya sudah diatu: dalam Pasal 1253 sampai dengan 

Pasal 1267 KUH Perdata. 

Selanjutnyl'l pengertian yang diberikan oleh para sarjana tampaknya sej auh ini 

tidak ada perbedaan yang menyolok. Seperti Mr. Wirjono Prodjodikoro, ia me_:nakai 

istil ah asuransi untuk pertanggungan, penjamin untuk menanggung, sedangkan 

te1:j arnin untuk yang tertanggung. 

Abdulkadir Muhammad, SH beipendapat bahwa ia kurang suka terhadap 

penggunaan kata-kata penjamin atau terja:min. Sebab menu...llt beliau istilah ini akar. 

lebih tepatjika digunakan dalam Hukum Perjaajian Jaminan (garantie), borgtoch dan 

hoof delijkheid, yang diatur dalam KUH Perdata karena dengan demikian kite. akan 

dapat membedakan anta.ra istilah yang ciipakai dalam KUH Dagang sebagai keten tuan 

khusus dari pertanggungan di lain pihak. 4
) 

Sarjana lainnya itu J.E. Kaihatu, menjelaskan : 

4l Abudul Muhammad, Pokok-Pokok Huknm Pertanggungnn, Alumni, Bandung, 
1978, hal. 24. 
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" Penanggungan istilah dalam Bahasa Inggris Insurance dan Assurance dalam 

praaktck pertanggungan di Inggris. Menurut beliau istilah Insurance dipakai untuk 

pertanggungan sejumlah uang (sommenverzekering)". 5
) 

Dari apa yang diuraikan di atas tampaklah beraneka ragam pengistilahan untuk 

pertanggungan ini, sehingga sangat diperlukan keseragaman dalam hal penggunaaP 

istilah untuk pertanggungan. Dalam uraian selanjutnya dipakai istilah pertanggungan 

untuk asuransi sedangkan istilah pertanggungan dipakai untuk pihak ya.ng 

menaggung orang yang berkepentingan dengan ha.rang yang akan dipertanggungkan 

sebagai pihak tertanggung, serta untuk istilah persetujuan dipergunakan istilah 

perJaJtan. 

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas dapat ditari kesimpul an 

bahwa pengertian asuransi secara umum adalah suatu perjanjian dengan mana 

seorang penanggung mengikatkan dirinya terhadap seorang tertanggung dengan 

menerima sejumlah uang sebagai premi untuk memberikan penggantian kepadanya 

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang akan diterimanya 

karena suatu peristiwa yang belum dapat dipastikan saat terjadinya. 

B. Prinsip Asuransi 

Dalam uraian di atas dapat diketahui tentang asuransi atau pertanggungan 

secara umum. Ini penting dikemukakan karena erat kaitannya dengan pembahasan 

selanjutnya, terutama sekali denga_n pelaksanaan ganti rugi . Dikatakan demikian 

5> Ibib, hal. 25 . 
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adalah bagaimanapun pertanggungan itu kalau sean<lainya tidak memuat pnns1p-

pnns1p yang tela.li ditentukan, maka sudah jelas pelaksanaan ganti rugi akan 

mengalami kesulitan. Berikut ini akan dikemukakan secara sederhana pririsip dalarn 

pertanggungan secara umum. 

Radiks P urba rnengatakan beberapa prms1p utama dalam pertanggu ngan 

pengangkutan yaitu : 

1. Insurance interes 

2. Principle of Indemnity dan 

3. Good Faith 

Tampaknya beliau tidak menyebutkan bahwa prinsip ini juga berlaku untuk 

semua jenis pertanggungan yang 2.da namun hal ini erat kaitannya dengan as uransi 

kebakaran khususnya, karena adanya kepemingan yang dipertanggungkan yaitu yang 

dapat mengalami resiko terbakar. 

Ad. l. Insurable Interes maksudnya ialah : 

"Pada hakekatnya, Insurable Interes adalah kepentingan (Inrteres) yang dapat 

dipertanggungkan (Insurable). G) 

Jadi si tertanggung hams mt..:mpuny~i kepentingan terhadap barang--barang 

ytmg dipertanggungkan tersebut. Contohnya qalam hal. ini gedung tern pat berj ualan 

tertanggung. 

6l Radiks Purha, Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri lndonesia P rosedur 
dan Praktek Lalu Lintas Devisa Ekspor d~m Impor Inktaring dan Uitklari11g 
Asuransi dan Claim Modat dan J2sa, Pustaka Dian, Jakarta, 1976, hal. 150. 

10 
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Kepentingan itu juga harus legal dan sah, maksudnya tidak sernua 

kepentingan yang dapat dipertanggungkan dimana kalau seandainya seseorang 

yang mempunyai kepentingan terhadap setumpuk narkotik misalnya, maka ·terhadap 

ini t idak bisa dipertanggungkan oleh karena kepentingan itu tidakJah legal atau tidak 

sah oleh karena Undang-Undang sendiri telah melarang orang-orang untuk 

memperdagangkan kepentingan tersebut. 

Ad. 2. Principle ofindemnity maksudnya ialah: 

Indemnity ada, jika ada kerugiac, berarti jika tidak ada kerugian, maka t idak 

diperlukan adanya indemnity sekalipun ada Insurable Interes yang legal dan sah. 

Adanya prinsip ini dimaksudkan agar si tertanggung mendapatkan ganti rugi 

yang sepantasnya. Mungkin untuk menentukan ukuran yang pantas itu agak su lit 

Penggantian kerugian juga dimaksudkan agar si te1tanggung dapat kembali kepada 

keadaan semula atau menghindari tertanggung dari kerugian yang besar sehi ngga 

dapat berdiri kernbali seperti semula. 

Ad. 3. Good faith rnaksud..'lja ia:ah kepercayaan. 

Prinsip ini adalah !>angG\_t penting untuk dianut dalam pertanggungan. Kalau dala rn 

i 

l pettanggungan kebakaran kepercayaan itu penting dalam hal menentukan jurnl ah 

harga dari barang yang akan dipertanggungkan, dimana dapat dibayangkan kes ulitan 

penanggung untuk mencek harga tiap-tiap persil dari hanmg-barang yang ada 

tersebut, dan dalam hal ini diharapkan agar kepercayaan ini tidak disalahgunakan 

oleh si tertanggung atau calon tertanggung. 

11 
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C Asuransi Bukan Perjanjian Untung-Unhmgan 

Jika ditinjau kembali pengertian asuransi seperti yang telah diuraikan dalam 

bahagian pengertian asuransi yang terdahulu, maka diperoleh suatu kesan bahwa si 

penanggung mengikatkan dirinya untuk memberikan ganti rugi kepada seorang 

' 
tertanggung dengan penerimaan premi untuk memberikan penggantian kepadanya 

karena suatu kerugian, atau kehilangan ~.euntungan yang diharapkan yang mungkin 

akan dideritanya kareua suatu peristiwa yang membuat kerngian itu sebelumnya 

tidak dapat ditentukan dengan pasti. Apakah ia akan memang terjad i sama 

sekali, sehingga peristiwa itu hanya merupakan bayangan yang selalu menghantui 

pikiran orang. 

Kiranya dapat dipaharni bahwa karena adanya hal yang belum dapat 

dipastikan itulah, apakah saat terjadinya peristiwa tersebut atau besarnya kerugian 

yang akan timbul itulah rnaka asuransi dianggap oleh sebahagian orang sebagai 

persetujuan untung-untungan (kans overenkomst) yang selanjutnya dal am Pasal 

1774 KUH Perdata telah memberikan . defenisi yang sederhana dari apa yan g 

disebut dengan persetujuan untung-untungan. Di rnana dari rumusan tersebut 

dapat dirnengerti bahwa hasil dari persetujuan baik untuk semna pihak 

digantungkan kepada suatu kejadian belum tentu itu, memang ada kemiripz111 

dengan pengertian dari peFistiwa yang tak tertcntu rnenurut defeni si 

pertanggungan seperti yang dibahas tadi. 

l 'l 
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f "Apci.bila diteliti dalam prakteknya, perjanjian pertanggungan tidak dapat digolongkan 
I 

l kepada perjanjian untung-untungan wa]aupun digantungkan kepada peristiwa yang 

l 
tidak tentu". 7

) 

Alasan-alasan yang dapaat diambil untuk itu ialah : 

1. Babwa peraliban resiko kepada penanggung selalu diimbangi dengan 

pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung 

Imbangan tersebut tidaklah bernrtj sama dalam hal jumlahnya rnelainkan 

besarnya premi yang diwajibkan kepada tertanggung adalah dipengaruhi besar 

kecilnya uang pertanggungan yang telah ditentukan berdasarh.n penilaian kedua 

belah pihak jurnlah mana yang tidak melebihi jumlah dari harga maksimal dari 

barang-barang yang dipertanggungkan. Sebaliknya jumlah ganti rugi yang akan di 

bayarkan juga tidak dapat ditentukan dengan pasti baik jumlahnya ganti rngi tersebut 
. ' 

maupun saat diserahkannya. Dalam hal ini besamya ganti rngi atau resiko yang hams 

dipikul penanggung dipengarnhi oleh besarnya kerugian yang disertai oleh 

tertanggung nantinyajumlah rnanajuga tidaklah diperbolehkan rnelebihi jum1ah uang 

pertanggungan. Beralihnya resiko kepada penanggung adalah pada saat 

pertanggungan lahir, saat kapau lahimya pertanggungan ini akan dibahas dalam 

bahagian selanjutnya. Sedangkan pembayaran premi kepada tertanggung harus 

dilakµkan pada waktu ditutupnya kerugian. 

Jika dalam hal ini dibandingkan dengan contoh yang lain dari persetuj uan 

untung-untungan yang disebut da1am Pasal 1774 KUH Perdata. TJrnpamanya dengan 

7l Abdulkadir Muhammadit, hal. 31 . 

13 
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. ' 

pertaruhan, maka tampak perbedaannya. Perbedaan itu akan terli ~iat pada hakekatnya 

apabila ditinjau bagaimana halnya dengan pertaruhan ini. Jika misalkan si A 

mengadakan pertaruhan dengan si B terhadap dua kesebelasan yang akan hertanding. 

maka dalam ha! ini disepakati bahwa kesebelasan si X yang menang, maka yang 

berhak menerirna uang pertaruhan ialah si A sedang jika kesebelasan si X yang kal ah 

maka yang berhak atas uang pertan1han ialah si B. Yang penting untuk diperhatikan 

dalam hal ini adalahjika kesehelasan si X yang menang berarti kemenangan pula bagi 

si A, maka dalam hal ini berarti kerugian bagi si B. Kerugian si B ini baik 

sebelumnya maupun sesudah berakhimya pertandingan tidak pernah menenma 

imbalan dari si A, sedangkan kemenangan si A atau keuntungan si A atas uang 

pertaruhan inipun juga tidak didahului dengan kerugian. Dernikian juga hal ny 

dengan si B yang menang. Lain halnya dengan pertanggungan dimana kalau dianggap 

bahwa resiko atau kerugian dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung seperti 

uang ganti rugi yang diterima tert.anggm1g dari penanggung tersebut dikatakan 

sebagai kerugian bagi pihak penanggung maka sebelurnnya telah diimbangi dengan 

penerirnaan premi dari tertanggung yang walaupun tidak sebanding jumlahnya. 

Begitu juga ha!nya dengan pembayaran premi oleh tertanggung dimana kalau hal ini 

dikatakan sebagai kerugian maka pada suatu saat yang tidak ditentukan dengan pasti 

dia, akan memperoleh sejumlah uang ganti rugi dari pihak penanggung. Sedangbn 

keadaan yang demikian tidak ada pertaruhan antara si A dan si B di atas. 

Kernu<lian bila dilihat dalam hal adanya kelalaian para pihak, dimana si ,i\ 

tidak memenuhi janjinya untuk menyerabkan uang pertaruhan itu kepada si B, maka 

dalam hal ini si B tidak bisa menuntut melalui pengadilan untuk menghLikum si A 

14 
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1 

~ 
! 
' 

untuk memenuhi janjinya, sedangkan dalam hal pertanggungan terutama sekali 

mengenai pembayaran premi. 

"Oleh karena membayar premi temasuk kewajiban dari s! terjamin, maka apabila 

tidak dibayar si asurador dapat menuntut kepada hakim, agar si terjamin dihukum 

membayar uang premi itu". S) 

Dengan uraian ini terlihat perbedaan yang prinsipil antara pertanggungan di 

satu pihak dengan pertamhan di lain pihak. Contoh-contoh yang Jain seperti yang 

disebutkan dalam Pasal 177 4 KUH Perdata. 

2. Harus adanya kepentingan 

Dalam asuransi unsur kepentingan memang merupakan suatu syarat yang 

hams diperhat!kan ialah merupakan salah satu prinsip utama dala:rr. pe1ianggungan 

atau asuransi, dimana sebelum terbentuknya pertanggungan maka unsur kepenti ngan 

itu hams dapat diketahui dan dilihat. 

Ada diantarn sarjana yang hanya mengatakan bahwa pertanggungan diadakan 

harus berdasarkan kepentingan dengan ancaman batal pertanggung jika kepentingan 

' 

itu tidak ada, demikian Abdulkadir Muhammad, SH, namun demikian ia tidaak 

menyebutkan apa dasar pandangannya. 

Selanjutnya perlu ditunjukkan kepada suatu kutipan dari pengadilan di 

Utrecht (29. 4. 36. N. J. 1937 No. 243) bahwa kepentingan di'anggap perlu untuk 
' 

saahnya pertanggungan menurut hukum. Dalam arah yang sama letak dalil V dalam 

&) Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit, hal. 87. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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1 

I 
1 
l 
l 
j 

l 
l 

I 
I 

disertai Dr. R. J. M. Smit " Enigebe Schouwingcn over Verzekeringsbedrog", yang 

berbunyi singkat tetapi tegas. Untuk pertanggungan jumlah uang seperti 

pertanggungan kerugian dalam azasnya berlaku syarat suatu kepentingan yang dapat 

dipertanggungkan. 9
) 

Dalam hal ini si tertanggung harus mempunyai kepentingan terhadap barang yang 

dipertanggungkan, tanpa adanya kepentingan tersebut menurut H. Van Barneveld, 

-
dimana ia rnengatakan bahwa Pertanggungan yang batal setidak-tidaknya dapat 

dibatalkan. 

3. Dapat digugat melalui Pengadilan.Negri 

Dengan ini dimaksudkan bahwa dalam penelitian Japangan selama ini 

terdapat pihak--pihak yang tidak memenahi pertanggungan, persoalan mana sampai 

diselesaikan di Pengadilan Neger:i. Ha1 ini dikemukakan adalah sangat penting sekal i 

dalarn rangka mencari dasar dan alasan bahwa asuransi tidak termasuk dalarn 

persetujuan untung-untungan seperti beberapa contoh yang disebutkan da1am Pasal 

1774 KUH Perdata. Diantaranya: perjudian dan pertaruban. 
' 

Jika dalam persetujuan pertanggungan apabila resiko yang teJah diali hkan 

kepada penanggung telah diimbangi dengan pembayaran' uang premi dari 

tertanggung, dan tertapgglli1g memang mempunyai kepentingan terhadap barang yang 
' 

dipertanggungkan tersebut maka antara mereka sudah ada suatu perikatan untuk 

memenuhi apa-apa yang te]ah disepakati seperti yang dituang dalarn poli s. Jib 

9> H. Van Bamheveld, P-engetahuan Umum Asuransi., Tc1jemahan Noehar 
Moerasad, Penerbit Bhratara Kary~. Aksara, Jakarta, 1980, hal . 210. UNIVERSITAS MEDAN AREA



seandainya ada diantara pihak apakah itu tertanggung yang tidak mau mernenuhi apa--

apa yang telah disepakati umpamanya penanggung tidak menyerahkan uang ganti 

rugi atau sebaliknya si tertanggung sendiri yang lalai dalam rnelakukan kewaj iban 

pembayaran prerni yang telah ditentukan, maka dalam hal ini pihak yang dirugikan 

mengajukan persoalan itu kehadapan Pengadilan Negri untuk menuntut pihak yang 

ingkar supaya memenuhi kewajibannya. 

Jika dilihat pula mengenai pe1taruhan, maka ha! ini pihak yang dirugi kan 

tidak dapat menuntut melalui Pengadiian Negri untuk menglmkum salah satu pihah: 

yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain perselisihan antara si A 

. 
dengan si B dal~m persoalan uang pertaruhan itu tidak dapat diselesaikan melalui 

Pengadilan Negeri, kecuali itu ialah jika tidak salah satu pihak rnelaksanakan 

kericuhan itu ialah yang menyebabkan kerugian pihak lain, dengan dasar penipuan 

dari saiah satu pihak, karena : 

"Seseorang yang secara sukarela telah membayar kekalahannya, sekali-kali tidak 

diperbolehkan untuk menuntutnya kembali, kecuali apabila dari piha1mya si 

pemegang telah dilakukan kecurangan atau penipuan (Pasal 1791 ,KUH Perdata)". 1
'. i ) 

, 
' 

Dari yang diuraikan tadi yang' berkenaan dengan pertanggungan bukanlah 

persetujuan untung-untungan, rnaka dapat dilihat perbedaan antara pertanggungan 

dengan contoh-contoh yang disebutkan da1am Pasal 1774 KUH Perdata khususnya 

dengan pertaruhan seper.ti yang telah diuraikan di atas. 

10
) Prof R Subekti, SH, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni , Bandung, 1979, 

(selanjutnya disingkat Prof R Sutekti, SH, II), hal. 139. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Berdasarkan alasan tersebut di atas ini, keti:!ntuan Pasal 1774 KUH Perdata 

tidak dapat dipegang dan tidak bermanfaat bagi pertanggm1gan karena pertanggungan 

sudah diatur secara khusus dalam KUH Dagang. 1 
I) 

Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas adalah berdasarkan kepada hal-hal yang 

terjadi dalam praktek yang dilakukan oleh Periscope Insurance Coy. Ltd. Cababg 

Medan dewasaa ini, begitu juga halnya dengan pertaruhan yang diambil seba.gai 

perbandingannya adalah yang sering terjadi dewasa ini maka dapat dikatakan di sini 

bahwa pertanggungan bukanlah persetujuan untung-untungan. 

D. Syarat-Syarat Sahnya Asuransi 

Mengingatkan kepada uraian tentang pengertian asuransi yang telah 

dikemukan di atas, maka pembahasan mengenai syarat-syarat untuk sahnya asuransi 

ini adalah sangat penting sekali. Hal ini semalcin terasakan terutama sekali jika kita 

' berkesimpulan bahwa pertanggungan atau asuransi perlu melihat serta mempedomani 

syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang telah 

ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Atau dengan kata lain syarat-syarat untuk , 

sahnya perjanjian seperti yang disebutkan daJam Pasal 1320 KUH Perdata adalah 

' 
juga berlaku terhadap pertanggungan atau asuransi seperti yang diatur dalam KUH 

Dagang. 

11> Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hal. 32. UNIVERSITAS MEDAN AREA



1 Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan beberapa syarat untuk syahnya suatu 

Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu hal tcrtentu 

4. Suatu sebab yang halal 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Tampaknya terhadap pcngertian sepakat 1ru para sarJana masih belurn 

sependapat untuk memberikan pengertian yang sama, malahan masing-masing 

sar.iana mempunyai perbedaan dalam memberikan pengertia11 tersebut. Namun 

demikian pengertian itu tidaklah mengakibatkan perbedaan yang menyunpang 

sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan tersebut masih tertuju kepada suatu 

pengertian yang sama yaitu untuk sahnya suatu perjanjian. Dalam hal ini tidak 

dipertentangkan perbedaan yang tidak meny1mpang tersebut, sekedar untuk , 

membatasi diri agar pembahasan masalah ini tidak terlalu melebar dan tidak 

menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai untuk terlaksana11ya ganti rugi pada 

suatu saat. 
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"Dengan sepakatnya atau juga dinamakan penzman, dimaksudkan bahwa kedua 

subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata 

mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu". 12
) 

Demikian menurut Prof Subekti, SH, sedangkan lain-lain sarJana 

rnengartikan sepakat dengan persesuaian dari mereka mengikatkan diri dan lain-

lainnya. Sehingga yang menjadi masalah ialah pengertian yang mana akan dipakai 

dalam pembahasan ini. Dalam hal ini yang akan dipergunakan ialah Persesuaian dari 

mereka yang mengikatkan diri . 

Persesuaian dari mereka yang rnengikatkan dirinya maksudnya adalah bebas 

dengan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak Jain. Seperti 'dalrun ha! ini pihak 

penanggung mengadakan p(:r1:anggungan dengan seorang pemilik rumah makan atau 

yang berkepentingan terhadap barang-barang yang ada dalam rumah tersebut dengan 

mengadakan penawaran bahwa ia bersedia untuk menutup kerugian terhadap rumah 

makan tersebut dengan mengadakan penawaran bahwa ia bersedia untuk men utup 

kerugian terhadap rumah makan tersebut dengan merrgadakan penawaran bahwa ia 

bersedia untuk menutup kerugian terhad~p rumah makan tersebut, atas sesuatu , 

peristiwa tertentu yang biasanya dengan mengajukan beberapa persyaratan yang telah 

diatnr atau yang telah disediakan sedemikian rupa oleh pihak penanggung di suatu 

pihak, maka terhadap hal yang demikian sang pemilik rumah rnakan atau yang 

berkepentingan terhadan. J:Jarang-barang yang akan dipertanggungkan harus dapat 

dimengerti serta dipahami apa yang dikendaki oleh si penanggung. Untuk mengetahui 

12) Prof. R. subekti, SH, Hulmtn Perjanjian, Fenerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987, 
(selanjutnya disingkat Prof. Subekti, SH, III), hal. 17. UNIVERSITAS MEDAN AREA



apa yang dikehendaki dalam suatu penawarannya adalah sangat penting sekal i oleh 

karena itu akan dapat tliketahui bahwa apa-apa yang dikehendaki oleh penanggung 

j uga dikehendaki oleh calon tertanggung atau pemilik nunah makan terhadap apa-ap<J 

yang dikehendaki oleh penanggung harus terlepas dari sesuatu paksaan atG.u tekanan 

baik yang datangnya dari pibak penanggung sendiri maupun yang datangnya dan 

pihak lain. 

Seperti yang telah disinggung tadi bahwa persyaratap yang diajuka n oleh 

penanggung tersebut sebenarnya telah disediakan atau telah diatur sedemikian rupa 

oleh penanggung dengan mempergunakan syarat-syarat polis standar keba ·aran 

Indonesia, sehingga orang-orang yang merasakan bahwa kepentingannya itu ciengan 

asuransi atau penanggung maka ia harus mengikuti apa-apa yanag telah ditetapkan 

baik dalam formulir atau Surat Pe1mintaan Pe1ianggung Kebakaran (SPPK) maupun 

dalam polis yang dikeluarkan kemudiannya yang sekaligus merupakan bukti yang 

terpenting dari pertanggungan ter~ebut. Namun demikian bukan berarti bahwa pihak 

yang satu selalu ditekan atau dipaksa agar supaya kehendak pihak-pihak yang lain 

diterima atau dapat terwujud, melainkan pihak yang satu (tertanggung) bi sa atau 
~ . \ ' 

dapat merasakan bahwa ia merasa perlu untuk menutup kerugian tcrhadap 

kepentingannya, sehingga ia dal8,m arti terlepas dari paksaan atau tekanan menyctuj Lii 

atau menerima tawaran pihak lain (penailggung) dengan jalan mengikuti apa yang 

telah ditetapkan oleh pihak penanggung pada snatu pihak, si tenanggung atau calon 

tertanggung hams dianggap telah menyetujui atau menerima tawaran dar; 

penanggung dengan syarat-sya~at yang sedemikian rupa itu. Setelah di setujui apa 

yang dikebendaki oleh penanggung dan oleh calon tertanggung maka dalam ha! ini UNIVERSITAS MEDAN AREA



berarti bahwa antara mereka telah terjadi persesuaian kehendak itu. Oleh karena itu 

jika diproses kehendak atau kesempatan itu lahimya tidak melalui proses yang 

semestinya, maka dapat dikatakan adanya cacat dari persesuaian kehendak tersebut, 

cacat mana mungkin oleh karena sesuatu tekauan atau paksaan dari penanggung atau 

pihak lain, sehingga dengan demi.k.ian perjanjian atau persetujuan cl ianggap tidak sah. 

Yang dimaksud dengan cacat kehendak disini ialah jika kehendak itu 

sendirinya tldak sempuma. Umpamanya tertanggung mgm menutup kerugian 

terhadap kepentingannya hanya karena hendak rnendapatkan ganti rugi dua kali , olch 

karena kepentingan yang sama tel"ll dipertanggungkan kepada penanggung lainnya 

Terjadinya persesuaian kehendak itu ialah karem adanya dua perbuatan yang 

satu mengikuti yang lainnya. Atau dengan kata lain apabila telah bertemu dua 

perbuatan yaitu penawaran dari penanggung dengan mengajukan fonnulir 

pe rmohonan. Di rnana dapat diberikan keterangan yang diperlukan oleh penanggung 

untuk mernpertimbangkan resiko yanf; akrul dipikul oleh kedua belah pihak. Dengan 

dem)kian sempumalah kesepakatan kehend2.k antara kedua belah pihak, untuk 

terbentuknya pertanggungan secara yuridis. , 

2. Kecakapan Untuk membuat suatu perikatan 

Dalam ha] inipun tampak ketidak seragaman pendapat diantara pengarang 

buku, dimana dapat dilihat bahwa sarnpai pada saat ini ada diantara sarjana yang 

memakai istilah "wewenang" dan di samping itupUJ1 juga ada yang memakai istilah 

Undang-Undang (dalam Pasal 1320 KUH Perdataa). Kecakapan untuk membuat 

suatu perikatan maksudnya ialah membuat perjanjian maka perjanj ian harus cakap UNIVERSITAS MEDAN AREA



menurut hukum sehingga dengan demikian orang tidak cakap membuat perjanj ian, 

maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh yang berkepentingan. 

Yang menjadi masalah sekarang ialah sampai dimanakah batas cakap rnen urut 

undang-undang. 

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orn.ng yang tidak cakap dalaro 

rnembuat perjanjian : 

a. Orang-orang yang belum dewasa 

b. Mereka yang ditaruh di bawah pcngampunan 

c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua 

orang kepada siapa undang-undang telah rne]arang membuat pei:_janj ian 

tertentu. 13
) 

Dengan pembatasan yang dib~rikan oleh Pasal 1330 ini agaknya kurang 

sempurna, oJeh karena itu perlu untlLk mencari pengaturan lebih lanjut, terutanrn 

sekaE mengenai pengertian orang yang belum dewasa dimana masih menimbulkan 

pertanyaan sampai umur berapakah yang sudah dewasa itu. 01eh karena itu perlu 

unttuk mencari pengaturan lebih lanjut. 

Da1am Pasal 330 KUH Perdata disehutkan dan diatur tentang kebel um 

dewasaan dan dari Pasal ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa orang-orang yang belum 

mencapai umur 21 tahun dan belum kawin digoJongkan dalam orang yang be1urn 

dewasa seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata tersebut. 

Selanjutnya da]am Pasa] 330 KUH Perdata ini disebutkan bahwa orang yang telah 

13) Ibid, hal. 17. 
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· kawin pada umur 18 tahun kemudian perkawinannya putus, makn rn juga dianggap 

telah dewasa. 

Selanjutnya mengenai orang yang ditaruh di bawah pengampunan dimana hal 

m 1 memang secara tegas diatur da]am Pasal 433 KUH Perdata yaitu orang yang 

digo longkan dalarn orang yang ditaruh di bawah pengampunan yakni: 

Orang-orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, kurang warns walaupun 

kadang-kadang ingatannya kembali normal. 

Kernudian yang terakhir disebutkan daJarn Pasal 1330 KUH Perdata yang 

rnenyangkut orang-orang perempuan dalam hal yang dii:etapkan Undang-Undang dan 

semua orang-orang pada siapa Undang-Undang telah melarnng membuat perjanjian 

itu. Maksudnya yaitu orang perempuan yang telah bersuami dipersarnakan dengan 

orang yang ditaruh di bawah pengampunan dan orang-orang yang belum dewasa, 

sehingga dengan dernikian ia harus didarnpingi oleh suami mereka mernbuat suatu 

perbuatan hukurn, dengan pengccualian apabi la perbuatannya itu rnenyangkut 

kepentingan rumah tangga, karena perbuatan itu dianggap telah dikuasakan oleh 

suamj mereka. Pengaturan tentang orang perempuan yang telah bersuami yang tidaak 

.. 
dibenarkan untuk membuat perjanjian perbuatan hukum seperti yang telah diuraikan 

tadi dapat dijwnpai dalam Pasal 108 dan 110 KUH Perdata. 

Prof. Subekti, SH, leb ih lanjut menjelaskan bahwa dihapuskannya ketentuan 

larangan membuat pe:rbuatan hukum bagi orang perempuan yang telah bersuami di 

Negara Belanda olch karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka 

sebaliknya perkembangan yang serupa harus diikuti puJa untuk diterapkan di 
} 
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Indonesia ini dengan jalan tidak memperlakukan ketentuan Pasal 108 dan 11 0 K UH 

Perdata tersebut. 

"Juga dari surat Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 

kepada ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesiu 

temyata bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal-Pasal 108 dan 1 I 0 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang isteri 

untuk melakukan perbuatan Hukum dan untuk menghadap ke depan 

Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku 

lagi" . 14
) 

Jadi dengan dem1kian dengan adanya perkembangan ini orang yang bersuami 

dalam hal mengadakan perbutan hukum tanpa didampingi oleh suami mereka adalah 

sah, apakah itu berupa pertsetujuan pertanggungan dengan perusahaan asuransi. 

3. Mengenai Suatu Hal tertentu 

Dalam persetujuan pertanggungan atau asuransi adalah sangat penting untuk 

menentukan apa-apa yang diperjanjikan tersebut. Dalam hal ini Prof Subekti, SH, , 

menyebutkan bahwa dalam perjanj ian paling sedikit hams ditentukan oleh jenisnyci.. 

Dengan ini dimaksudkan bahwa dalam pertanggungan atau asuransi harus ditentukan 

terhadap apa kerugian ditutup. 

Misalnya di jalan barn untuk asuransi kebakaran, sebuah perusahaan asuransi sebagai 

penanggung dan disatu pihak penanggung polis sebagai terta!lggung. 

14
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Dimana disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan yang menyebutkan uraian yang 

dipertanggungkan yaitu pertanggungan diadakan t~rhadap barang-barang yang ada 

atau melekat pada rumah rnakan tersebut sepe1ii kaca nako, play wood dan lain-

1ain:nya lagi. 

4. Suatu Sebab Yang Halal 

Persyaratan yang terakhir dari Pasal 1320 KUH Perdata ini bermaksud 

bahawa ini perjaujian dilarang oJeh Undang-Undang, maka hal 1111 ber2.rti bat1wa 

perjanjian itu ti<lak menipunyai causa atau sebab yang halal. 

Jika perjanjian tidak mempunyai causa atau sebab halal, maka pe~anjian itu 

tidak mempunyai causa hukum. Dengan sebab (babasa Belanda Oorzaak, bahasa latin 

Causa), yang dimak<.>udkan tidak lain dari isi pe1jaajian itu. 

Prof. Subekti, SH, menyebutkan serta menganjurkan agar orang jangan sa!ah 

sangka bahwa sebab yang halal itu adaJah sesuatu yang menyebabkan orang rncrn buat 

perjanjian tersebut. Melainkan yang diperhatikan Undang-Undang ialah tindakari 

orang-orang dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian apa yang menyebabl:an , 

orang-orang membuat perjanjia.n atau persetuj uan atau dorongan jiwa tidaklah 

diperdulikan oleh Hukum atau Undang-Undang. Jika seseorang mempertanggun gkan 

· barang-barang yang terlarang , atau bertentangan dengan kepentingan urn um 

timpamanya pertanggungan terhadap sebuah gedung ang di pergunakan untuk 

pelacuran. Hal ini bernrti pertanggungan tidak berdasarkan sebab yang halal aLau 

fidak berdasarkan causa yang halal. Oleh karena bertentangan dengan kesusi laan. 
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"Suatu kontrak asuransi biasanya dianggap bertentangan dengan kebijaksanaan 

negara dan dengan demikian tidak legal ada1ah jika pihak yang ditanggung tidak 

mempunyai kepentingan yang dapat diamransikan itu''. JS) 

Masalah sekarang ialah bahwa bagaimana kalau seandainya. salah satu sy8.rat 

yang disebutkan dalam Pasal 1320 KlJB Perdata ini ti<lak terpenuhi ? 

Apakah akibatnya terhadap pertanggungan tersebut. Menurut Prof. Subekti, SH, 

dalam hal ini barns dapat dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objekti f 

Yang tennasuk syarat-syaraat subjektif dalam rumusan Pasal 1320 KUH Per0ata 

tersebut menurut beliau adalah dua syarat, pertama yaitu sepakat mereka yang 

rnengikatkan diri dan cakap untuk membuat suatu persetujuan. Apabila syarat ini 

tidak terpenuhi maka persetujuan atau perjanjian dapat dibatalkan olP.h mereka yang 

berkepentingan. Jadi dalam hal ini bukan batal demi hukum tetapi pcrsetuj uan i1u 

bata1 demi hukum tetapi persetujuan itu bata] sernenjak dibatalkan oleh orang ya;1~ 

berkepentingan. 

Persyaratan yang lain secara khusus diatur dalarn KUH Perdata Dagang yaiLu · 

1. Pembayaran Premi 

Penlingan pembayaran ini dapat dimengcrti dari apa yang disebutkan dalam 

Pasal 246 KUH Dagang dimana menurut Pasal ini pengalihan resiko kepada pih<1k 

is) Mehr dan Cammack, Dasar-D3sar Asuransi, Penyadur Drs. A. Hasymi , Be:1lai 
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yang penanggung hams diimbangi dengan pembayaran premi sesuai <lengan apa yang 

telah diperjanjikan. 

Sebenarnya masalah premi ini telah disinggung dalam pembahasan pada 

bahagian yang Ialu. Tetapi oleh karena prerni ini sangat penting artinya dalam 

menentukan sahnya pertanggungan maka dianggap untuk rnembahasnya kernbali. 

"Premi itu adalah prestise tertanggung, yang rnenurut Pasal 246 KUH Dagang 

dinikma!i oleh penanggung sebagai pertukaran untuk kewajiban ganti rugi yang 

dipikul terhadap tertanggung". 16
l 

2. Kewajiban memberikan pemberitahuan 

Dengan persyaratan ini dimaksudkan bahwa sewaktu akan dia<lakan 

perjarJian antara kedua belah pihak, maka perlu diingat apa-apa saja yang perlu untuk 

diberitahukan, umpamanya adanya kerusakan akibat pencegahan kebakaran dan lain-

latnnya. 

Pemberitahuan ini dapat dibedakan atas dua persoalan diantaranya aitu 

pemberitahuan dari si tertanggung sewaktu akan mcnutup kerugian atau sewaktu akan , 
. 

membuat persetujuan pertanggungan dengan penanggung dan pemberitahuan selama 

pertanggungan rnasih berjalan terutama sekali dalam hal jika adanya kerugian atau 

kenusakan. 

Dalam hal yaang pcrtama yaitu : "pemberitahuan sebelum Pertanggungan ada 

16) H. Va Barneveld, Op. Cit, hal. 330. UNIVERSITAS MEDAN AREA



atau untuk: membuat pertanggungau" Keharusannya dapat dilihat pada Pasal 251 

KUHDagang. 

Menurut ketentuan Pasal ini, setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak 

benar, atau tidak memberitahukan hal-hal yang oleh tertanggung walaupun 

dengan itikad baik sehingga seandainya penanggung setelah ia mengetahui 

keadaan sebenamya dari benda ia tidak akan mengadakan pertanggungan itu , 

atau dengan syarat-syarat yang demikian itu, mengakibatkan batal nya 

pertanggungan. J7) 

Kalau diumpamakan atau kalau dikaitkan dengan praktek yang dijalankan oleh 

Periscope Insurance Coy. Ltd Cabang Medan dengan para tertanggung atau calon 

tertanggung, bahwa sebelum diadakan pertanggungan maka penanggung harus dapat 

mengetahui segala sesuatunya yang berkenaan dengan barang-barang yang akan 

dipertanggungkan. Dalam hal ini <liharapkan kepada calon tertanggung un!uk 

memberikan keterangan yang diminta penanggung secara jujur mungkin baik dengan 

jumlah barang yang akan dipertanggungkan untuk memberikan keterangan yang 

diminta penagnggung dengan jumJah barang yaang akan dipertanggungkan, begi tu , 

-
juga dcngan keadaan barang lain-lainnya yaang erat kaitannya de1':gan barang-barang 

terse but. 

Maka pemberitahuan sebelum pertanggungan terbit pent.ingnya adalah un tuk 

menentukan berapa jurulah LTf>, (Dang pcrtanggungan). Sedangkan pemberitahuan 

17) Abdulkadir Muhammad, Op. C it, hal. 80. UNIVERSITAS MEDAN AREA



setelah pertanggungan berjalanan, maka kepada calon tertanggung diminta untuk 

mengisi formulir dengan sejujur mungkin. 

Jika tidak diisi denganjujur maka pihak asuransi tidak akan menerbitkannya. 

Sekurang-kurangnya ada empat tujuan yang hendak dicapai dengan formulir ini : 

a. Menggambarkan dengan teliti apa yang akan diasuransikan dengan menentukan 

berbagai macam penutupan itu. 

b. Meluaskan polis dasar untuk menjaga menutup bencana lain. 

c. Memungkinkan penutupan otomatis atas harta yang jumlahnya berubah-ubah 

seperti perseciiaan barang dagang atau barang yang terletak di berbagai lokasi ke 

lokasi yang lain selama jangka waktu polis itu. 

d. Untuk menutup kerugian tak langsung yang tidak tertera dalam polis dasar. 

Jika seandainya cal on tertanggung ternyata dalam pengisian fornrnlir (SPPK) 

tidak jujur, umpamanya dalam mengisi pertanyan apakah dalam rwnah disim pan 

baban berbahaya api ? dimana calon tertanggung menjawab tidak ada, sedangkan di 

dalam bangunan ada tersimpan bahan berbahaya api umpamanya calon tertanggung 

ada menyimpan persediaan bahan bakar minyak bensin untuk persiapan mobil pribadi 

atau lain-lain bahan yang berbahaya lainnya, maka hal ini calon tertanggung tidak 

memberikan perr.berian yang jujur, sehingga kalau seandainya penanggung 

mengetahui keadaan y~ng dernikian, maka penanggung tidak akan menanggun g 

kerugian terbadap barang-barang tertentu dengan syarat-syarat yang sama. 

Selanjutnya Abdulkadir Muhammaad, SH, menurut beliau ketentuan Pasal ini 

dapat digunakan oleh penanggung sebagai senjata yang ampuh untuk menghindarkan 
~ 

diri dari ke j iban untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung, dengan alasan UNIVERSITAS MEDAN AREA



tertanggung tidak memberikan pemberitahuan yang bena! pada waktu menutup 

kerug1an walaupun tertanggung kadang-kadang memang beritikad baik namun tidak 

memperoleh ganti rugi dari penanggung. 

Dapat dikatakan perlidungan yang memberikan pada penanggung oleh Pasal 

uu, oleh karena kewajiban dari penanggung untuk memberikan teguran kepada 

tertanggung yang kebetuJan tidak jujur tidak ada sarna sekali . 

Selanjutnya ia mengatakan bahwa terhadap rnasalah ini dapat diatasi dengan 

rnernakai klausula. 

Catatan tarnbahan pada suatu kontrn.k atau akta yang biasanya sesuatu persyaratan 

kbusus. 

Oleh karena yang menjadi prinsip atau salah satu prinsip dari pertanggungan 

ialah ganti rugi, maka untulc terlaksananya ganti rugi ini dengan cepat, diharapkan 

bahwa sebelum terbentuknya pertanggungan atau dalam mem) uat pertanggungan, 

agar dapat memenuhi persy1uatan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sepert1 

yang telah diuraikan di atas. 

E. Beberapa Macam Asuransi 

Menurut H. Abdul Muis, SH, MS, secara garis besarnya asuransi itu dapat 

dibedakan atas : 

1. Pertanggungan kerugian (Schade verzekering), yaitu : Prestasi dalam 

bentuk pengganti kerugian sepanJang ada kerugian makaa dikaatakan 

pertanggungan kerugian. 
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2. Pertanggungan sejumlah uang (Sommen verzekering) yaitu suatt.t 

pertanggungan sejumlah uang dengan Persoons verzekering pada 

umumnya sama karena yang terakhir ini adalah pertanggungan atas hidup 

atau jiw& seseorang, atas kesehatan seseorang, terhadap invalid seseorang 

yang pada pokoknya mengenai pribadi seseorang yang sama juga halnyu 

dengan pertanggungan sejumlab uang. 18
) 

Demikian juga halnya pendapat dari Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, Sl 1 

membagi asuransi menjadi dua golongan yaitu asuraansi kcrngiaD (schadc 

verzekering) dan asuransi sej umlah uang (sommen verzekering), dengan perbedaan 

pokok keduanya adalah : 

Bahwa pada asuransi ganti rugi s1 pemm.Jam berjat'.ji akan menggant: 

kerugian tertentu yang diderita oleh si terjamin. 

Pada asuransi sejumlah uang, si peminjam berjanji akan mernbayar uang 

yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada 

k 
. 19) 

suatu erugian tertentu. 

Untuk mengetahui suatu pertanggungan termasuk bentuk yang mana daii 
' 

kedua macam pertanggungan di at3.S terlebih dahulu harus dilihat dari prestasi yang 

dii oJrnkan si penanggung terhadap si tertanggung. Apabila prestasi tersebut dalam 

bentuk mernberikan suatu jumlah uang tertentu, yang telah ditent11kan sebel mnya, 

maka dikatakanlah pertanggungan sejumlah uang atau disebut juga sommen 

18) H. Abdul Muis, SH, MS, I, Op. Cit, hal. 36-37. 

19
) Dewan asuransi Indonesia, Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa, Jakarta, 1984, 
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verzekering. 

Menurut Pasal 247 KUH Dagang dapat ditemui macam-macarn asuransi 

yaitu: 

1. Asuransi terhadap bahaya kebakaran 

2. Asuransi terhadap bahaya yang mcngancam basil pertanian yang belum dipaneni. 

3. Asuransi jiwa 

4. Asuransi terhadap bahaya laut. 

5. Asuransi terhadaap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat dan di 

perairan daraat. 

. 
Selain dari pembagian di atas masih ada lagi pembagian lain dari asurans1, 

yaitu pembagian yang berdasarkan atas pcrscsuaian kehendak. 

Asuransi tersebut adalaah : 

1. Asuransi sukarela (vo!untary ir.surance). 

Maksudnya para pihak bebas mengadakan asuransi baik terhadap jiwanya 

maupun terhadap harta bendanya, pada asuransi ini antara pih:ik tertanggung dan 

penanggung dalam mengadakaan perjanjian tidak ada paksaan dari pihak luar atau 

]ainnya. 

Penanggung dengan sukarela memikul resiko, sedangkan pihak tertanggung j uga 

dengan sukarela membayar premi sebagai imbalan memperalihkan resikonya 

kepada penanggung, seperti bi.la seseorang menutup perJanJian asurans1 Jiwa 

dengan PT. Asuransi Jiwasraya. 

2. Asuransi yang diwajibkan/asuransi sosial (sosial insurance). 
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Pada asuransi ini dimana orang-orang tertentu diwajibkan untuk mengansurasikan 

dirinya atau orang lain. 

"Dalam asuransi ini tersimpul adanya suatu paksaan, biasanya dilakukan oleh 

pihak Pemerintah terhadap orang-orang tertentu". 2m 

Meskipun asuransi mi dipaksakan namun tuj annya adalah baik, yang 

tennasuk asuransi ini ada]ah baik, yang termasuk asurans! ini ada\::i.n : 

a. Asuransi sosial ienaga kerja (ASTEK) 

b . Tabungan asuransi pegawai negri (T ASPEN) 

c. Asuransi Kesehatan pegawai negri (ASK.ES) 

d. Asuransi angkatan bersenjata Republik Indones ia (ASABRI). 

e. Pertanggungan waj ib kecelakaan penumpang 

f Asuransi kecelakaan lalu lintas. 

Seorang . sarjana Indonesia bemama H. M. N. Purwosutjipto, SH, 

membedakan 3 jenis pertanggungan : 

1. Pertanggungan kerugian 

Tujuan dari pertanggungan kerugian adalah ,menganti kerugian yang 

mungkin !imbul harta kekayaan tertanggung. Da]am hal ini tertanggung 

ingin mcngamankan kepentingan hartanya. 

2. Pertanggungan jumlah. 

20l Prof Ny. Emmy P. Simanjuntak, SH, Hokum Pertanggungan dan 
Perkcmbang nnya, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1990, hal. 40-41. UNIVERSITAS MEDAN AREA



Tujuan dari pertanggungan jwr..lah ini ialah membayar sejumlah uang 

tertentu, tidak tergantung pada persoalan apakah peristiwa yang tidak 

menentu (evenement) menimbulkan kerugian atau tidak. 

Yang termasuk j enis pertanggungan jumlah adalah pert~r.ggungan j iwa. 

3. Pertanggunganjiwa. 

Yaitu pertanggungan jumlah yang bercampur dengan pertanggungan 

kerugian, seperti pertanggungan kecelakaan. 21
) 

21 l H. M. N. Purwosutjipto, SIT, Pengertian Pok.ok Hukum Dagang Indonesia, 
Djambatan, Jakarta, 1983, hal. 6. UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB Ill 

PE.MBUKTIAN ADANYA ASURANSJ 

A. Pem buktian Adanya Asurnnsi K~IJakaran 

Pembahasan dalam bahagian ini adalah sangat penting sekaii oJeh karena erat 

kaitannya dengan uraian selanjutuya, yang rnerupakan tuj uan pokok dari penulissr 

ini. Oleh karena bagaimanapun juga tuntutan tertanggung pada penanggung untuk 

"Lfntuk mcrnbuktikan hal d~.tdupnya ';)e:rjanj ian tersebut, diperlukan pembui: tii.~;1. 

ad3 suatu pennu iaan pembuktian dengan tulisan· ·. 

tulisan yang dapat dipergunakan sebag::ii bnkti !::11~2,:} cb;-i pcrt:ir:gg'.:rg":::. '.:'.:::: '_'. . 
ke!"ugian itu terjadi setelah terj admy~: 

s~rn! ~2.!Eny:c s.c-perti SPPK (fo:rr:dir} dr1ri p:mmggungan kebakaran. 
~ . . 
~eaang!-:2:. 

kalau kebakaran itu terjadinyc:,;. sebelum penyer:.~~:' IY_·Y::. :~tn ~ebP.1urn 
. . .... . _ .,,.. .... __ , 
":_l ••••• , 

serta ikut rnemelihi:m1 kP<:t~bilan perekorwmi masyarakat pada umumnya sert::: UNIVERSITAS MEDAN AREA



terta ggung khususnya IP-aka perusahaan selalu berusaha untuk tidak merusak ci trn 

yang demikian, atau dengan kata lain penanggung akan tetap rnelayanj tuntuta1: c~ 1: 

te rtanggung, kecuali jika memang kebakaran terjadi di luar jangka waktu tersebut ( ; ·~ 

hari). 

Persoalan yang mungkin lebih ruwet lagi ialah bagaimana kalau seandai1::/<' 

polis serta surat-surat bukti Jainnra hilang atau ikut terbakar atau tidal: dite)11ui .) 

Masalah selanjutnya ialah bagaimana kalau si pena ggung sendiri tidak •Dr 1 

mengakui bahwa kerugian itu bukanlah tanggungannya, apakah ingin mclqx~::; 

tanggung jawabterhadap resiko yang besar, apakah dalam hal ini kerugian te1 '.,.~b·, 

dapat dipikul tertanggung sendiri ? 

Apabila hal ini terjadi maaka salaah satu pihak dapat meminta p1hak bin 

untuk mengangkat supah sebagai salah satn alatbukti dari yang disebutkan dalan; 

Pasal 164 HIR antara lain : 

Pembuk:tian dengan surat-su.rat 

Keterangan saksi 

Persangkaan 

Pengakuan dan 

Sumpah 

Hal demikian sesuai dengan :mjuran mahkamah Agung Republ ik Indc e·, .. 

yang berbunyi dalam putusannya tertanggal 4-5-1976 No. 575 K./Sip/1 973. 
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'· 

"Permohonan sumpah decisoire hanya dapat dikabulkan kalau dalam perkara :;ama 

sekali tidak terdapat bukti-bukti". 22
) 

Dalam hubungan ini dapat clikatakan ba waa sumpah decisoire arau sumpnh 

yang menentukan ini, sedangkan ia tidak bersedia dan iap n tidak mengembalibnnya 

kepada pihak lawan yang meminta diangkatnya supah), maka dalam hal ini 

dikalahkan dalam perkara. 

B. Kedudukan Polis dalaam Asurans~. Keb~karau 

Dalam bahagian yang lalu telah disebutkan walaupun polis belum diserahkan 

pada tertanggung namun penanggung telah terbit, yaitu semenjak adanya kesepakatan 

kedua belah pihak. Oleh karena dalam Pasal 257 Ayat (1) KUH Dagang menyebutkan 

bahwa polis bukanlah syarat mutlak dari pertanggungan. Namun demikian polis 

bukan berarti tidak mempu.qyai arti apa-apa sama sekali . Dalam Pasal 255 l(UH 

Dagang disebutkan bahwa pertanggungan hams dibuat secara tertulis dalam sua~u 

akta yang disebut dengan polis. 

Jika ditinjau dari sudut/pihak tertanggung, maka polis mempunyai ar!1 

tertentu, yaitu sebagai bukti terpenting untuk membuktikan adanya pertanggungan 

serta untuk menentukan besarnya uang pertanggnngan. Yang dimaksud dengan bukti 

terpenting di sini bukan berarti satu-satunya alat bukti, sebab dengan bukti ter~';;bu t 

maksudnya adalah j ika bukti terpenting itu ticlak ada, maka akan berpengaruh 

terhadap penggunaan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi dan lain-lainnya 

22J Jurisprudensi Indonesia, Diterbitkan oleh Mahkaamah Agung Indonesia, 1978, 
hal. 251. UNIVERSITAS MEDAN AREA



seperti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR. Sedangkan jika dengan istilah satu-

I 
satunya alat bukti maka haal ini berarti kalau alat bukti satu-satunya itu tidak ada, 

I maka alat b~1:i yang lainnya tidak dapat dipergunakan. Jadi di sini polis itu adalah 

sebagai alat bukti terpenting dan bukan satu-satunya alat buk:ti. 

Sedangkanjika ditinjau kedudukan polis dari sudut pandang maim: 

Dengan tepat Mahkamah Agung di dalam putusan yang tadinya disinggung, bahwaa 

"sifat polis" yang dibayangkan Undang-Undang sebagai piagam hanya 

ditandatangani oleh peuanggung dan sesudah itu diseraahkan olehnya, mengecualikan 

bahwa surat itu dipakai oleh olehnya sebagai bukti tertulis (H.R. 12.6.36. N. J. 1936 

No. 961). 23
) 

Jadi dengan <lemikian penanggung tidak dapat rnempergunakan polis sebagai 

alat tertulis, apakah hal ini karena tertar.ggung sendiri menolak uniuk meneri rna polis 

yang diterbitkan penanggung. Namun <lemikian bagi penanggung polis sudaah tidak 

berarti sama sekali oleh kaarena dengan polis penanggung akan dapat mengetahuio 

beberapa baataas maksimal dari gaanti rugi yang akan diberikan kepaada tertanggung 

(tidak akan lebih dari jumlah uang pertanggungan) oleh karena itulah makanya setiap , . 

ada kerugian atau kebakaran, maka penanggung mengharuskan padaa tertanggung 

untuk mengirimkan polis pada penanggung. 

C. Perjanj ian Digantungkan Pada Peristiwa Kebakara 

Dengan kebakaran, maka i11gatan orang akan tertuju pada suatu pcristiwa atau 

23J H. Va Barneveld, Op. Cit, hal. 213. UNIVERSITAS MEDAN AREA



suatu bahaya yang disebabkan oleh api. Bagaimanapun api juga merupakan sahabat 

manusia, oleh karena api ini mempunyai fungsi yang amat penting dalam kehidupan 

manusia sehari-hari. Namun demikian oleh karena sesuatu sebab apipun juga sebagai 

musuh manusia yang paling ganas pula. 

Walaupun tidak dapat diperinci penyebab-penyebab tersebut, namun kebanyakan 

kebakaran itu tersebab oleh kurang berha.ti-hatinya manusia dalam menggunakan api 

tersebut sebagai kebutuhan sehari-hari. Terhadap hal yang demikian memang telah 

berbagai usaha yang dilakukan untuk menghindari diri dari bencana kebakaran, 

namun demikian sejumlah tertentu kebakaran tetap terjadi. Sedangkan bagi rnereka 

yang memegang polis asuransi kebakaran, nampaknya mereka sejak dulu telah 

menyadari bahwa demi terjaminnyaa kepentingan terhadap barang-barang atau 

hartanya, maka ia merasa periu mempertanggungkannya kepada penanggung 

sehingga ta merasa perlu untuk memantapkan jasa asuransi sebagai pihak 

penanggung. Memanfaatkan Jasa asurans1 berarti melibatkan penanggung untuk 

memikul resiko yang mungkin terjadi itu. 

Jika asuransi ditttjukan atau dititik beratkan kepada barang atau usaha yang 

menjadi pokok ganti rugi, maka dalam dunia perasuransian hal demikian 

disebutkan asuransi kerugiaa (schedule verzekering), sebaliknya jika asuransi 

dititik beratkan pada sejumlah uang yang akan diberikan sebagai ganti 
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kerngian, maka jenis asuransi demildan dinamakan asuransi sejumlah uang 

(sommen verzekering). 24
> 

Dengan asuransi kerugian berarti bahwa kerugian itu akan diberikan kepada 

tertanggung akibat suatu peristiwaa. Dalam hubungan ini peristiwa yang dimaksud 

ialah peristiwa kebakaran. 

Dari basil penelitian di Periscope Insurance Coy. Ltd. Cabang Medan 

didapatkan suatu keadaan bahwa dengan asuransi kebakaran maka kerugian yang 

akau ditanggung oleh penanggung ialah kerugian yang tersebab oleh karena peristiwa 

kebakaran, atau akibat peristiwa-peristiwa !ainnya yang disamakan dengan kebakaran 

seperti musnahnya barang akibat pencegahan kebakaran dan lain-lainnya. Sedangkan 

clengan asuransi s~jumlah uang, maka kerugian yang terjadi akan diganti setelah 

terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu seperti kematian seseorang. 

D. Peristiwa Kebakaran Yang diakui Sah Ole Pihak Asuransi 

Dari uraian terdahulu telah disinggung bahwa kerugian yang timbul itu baru 

bisa diganti penanggung adalah apabila kerugian tersebut iersebab oleh karena 
' 

' 
kebakaran dan lain-lain peristiwa yang disamakan dengan itu yang disebut dalarn 

poLis. Dengan kata lain kerugian barn menjadi taanggungan penanggung apabila 

kerugian itu tersebab oleb karena lain-lain peristiwa yang tidak dikecualikan dalmn 

polis, misa]nya kebakaran yang disengaja. 

24> J.E. Kaihatu, Asuransi Kebakaran, penerbit Djambatan, Jakarta, 1964, ba!. 8. 
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Timbulnya masalah atau pertanyaan, peristiwa-peristiwa kcbakaran yang 

agaimanakah yang dikecualikan itu ? 

Apakah khusus kebakaran yang disengeija saJa atau ada lain-lain penyebab dari 

kcbakaran itu ? Sebaliknya apakah memang penyebab-penyebab yang tidak 

dikecualikan itu semuanya penyebab kebakaran yang menjadi tanggungan 

penanggung. Mengingat pertanggungan adalah perJanJian yang pada pokoknya 

menganut azas kebebasan berkontrak maka b ,ntuk-bentuk dari peristiwa kebakaran 

yang dikecualikan maupun yang tidak dikecualikan, mem ng sangat suJcar diperinci. 

Mengenai resiko-resiko yang tidak dikecualikan ialah umpamanya kebakar2; 

akibat dari apa sendiri kurang berhati-hati, tetangga, musuh, perampok dan lain -lain. 

Demikian juga kebakaran yang tidak dapat diketahui penyebabnya, kebakaran bellda 

yang berdekatan sehingga menimbulkan kerusakan atau kerugian dari yang 

tertanggung. 

E. Yang disamakan dengan Kebakar-an 

Sebenarnya peristiwa-peristiwa yang disamakan dengan kebakaran trii 

merupakan peristiwa yang rnembawa resiko yang tidak dikecualikan dal<1i :1 

pe1tanggungan atau asuransi. Seba.hagian dari itu telah dibicarakan pada bah'1gi .t:' 

yang lalu, maka sekarang dicoba untuk melihat beberap peristiwa lain yang tidal· 

hanya kebakaran saja, tetapi akibatnya kalau resikonya tetap ditanggung olch 

penanggung. 

Jika diperhatikan isi dari polis yang dipakai disebutkan beberapa perist i\ a 
'} 

selain dari kebakaran yang tem1asuk dalam pertanggungan. Antara lain : kerugi:tn UNIVERSITAS MEDAN AREA



kejatuhan pesawat terbang. Lebih7J anjut . dijelaskan tentang pengcrtian peledakan, 

dimana di situ disebutkan oleh karena setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang 

disebabkan oleh mengembangnya .uap atau gas. Jika sebuah gudang yang 

dipertanggungkan hancur karena ditimpa oleh jatuhnya pesawat terbang, maka 

kerugian yang terjadi itu menjadi • tanggungan penanggung, apakah ditimpa oleh 

jatuhnya barang dari pesawat terbang maupun tertimpa jatulmya secara fisik. Jadi 

dengan demikian tampaklah bahwa ada beberapa peristiwa yang walaupun tidak 

berupa kebakaran namun menjadi tanggungan penanggung, oleh karena ini 

disamak:an dengan sejumlah kebaJr.aran. 

-.: 

'. 1 
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BAB IV 

PELAKSANAAN GANTI RUGI 

A. Pemberitahuan Dari Pihak 'fertanggung Kepada Pihak Penanggung 

Dalam uraian mengenai syarat-syarat sahnya pertanggungan telah dibicarakan 

syarat-syarat lain yang ditentukan secara khusus untuk sahnya pertanggungan, syarat-

syarat itu antara lain ialah pemberitahuan. Di sini pengerian pemberitahuan bukanlah 

sama dengan pengertian pemberitahuan sebagai syarat pertambahan pertanggungan. 

Oleh karena pemberitahuan sebagai syarat tambahan pertanggungan berarti 

pemberitahuan itu diperlukan sewaktu akan menutup kerugian dengan 

penanggung,dan semuanya telah diuraikan dalam bahagian yan~ lalu. 

Pengertian dari pemberitahuan pada bahagian ini adalah sangat erat kaitannya 

dengan pelaksanaan ganti rugi. Atau pemberitahuan ini perl unya selama 

pertanggungan masih berjalan, biasanya untuk selama satu tahun. Jika dalam 

tenggang waktu itu terjadi kebakaran atau kerusakan terhadap barang yang 

dipertanggungkan, maka kepada tertauggung diharapkan agar mernberitahukannya 
, 

, 

kepada penanggung, dan pemberitahuan ini hendaknya secepat mungkin. 

Menurut Pasal 283 KUH Dagang tertanggung wajib mengusahakan segala 

sesuatu guna menccgah atau mengurangi kerugian dan segera setelah kerugian itu, 

memberitahukannya kepada penanggung, dengan ancaman mengganti kerugian 

apabila ada alasan nntuk itu. 
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Kerugian itu tidak perlu hanya akibat langsung dari kebakaran, sebab dalam 

bahagian yang lain telah disebutkan beberapa peristiwa yang disamakan dengan 

kebakaran dimana kerugiannya juga menjadi tanggungan penanggung. 

Untuk lebih memudahkan lagi ada ba!knya kerugian itu dibagi dalam dua 

kelompok, yaitu kerugian ya11g disebabkan kebakaran yang mengakibatkan 

musnahnya sebahagian barang-barang yang dipertanggungkan dan kerugian yang 

disebabkan dipertanggungkan dan kerugian yang disebabkan kebakaran langsung 

maupun tidak langsung yang mengakibatkan rusaknya barang-barang yang 

dipertanggungkan. 

Dalam halnya bahagian yang pertama yaitu terjadinya kebakaran yang 

mengakibatkan musnahnya sebahagian barang yang dipertanggungkan. Dalam hal ini 

pemberitahuan dari tertanggung kepada penanggung adalah sangat penting sekali oleh 

karena lalai dalam kewajiban ini penanggung akan menolak untuk mengganti 

kerugian, oleh karena tenggang walctu itu biasanya ditentukan dalam polis. Keadaan 

yang sedemikian dapat dilihat pada masalah terbakarnya yang disertai dengan barang-

barang lainnya pada Rumah Makan Sari Bunda milik H. Rusman Hakim, SH, di jalan 
, 

K. L. Yos Sudarso No. 32 J-K Medan. Dengan cara melihat, mengamati dan 

mempelajari berkas kasus/claim dan juga kcterangan dari Bapak Dr. Atman Rawy 

memang benar bahwa . sehari setelah kebakaran, tertanggung memberitahukannya 

kepada penanggung ( dalam hal ini Periscope Jnsurance Coy. Ltd. Cabang Medan). 

Menurut responden ini, pemberitahuan ini hanya secara lisan saja, dan beliau 

mengakui bahwa hal ini merupakan kewajihan tertanggung agar memperoleh ganti ,, 
rugi da.i.i penanggung, sebab lewat waktu tertentu maka waktu akan menolak untuk UNIVERSITAS MEDAN AREA



mengganti kerugian terseb!lt. Keterangan selanjutnya bahwa jangka waktu atau 

tenggang waktu itu ialah selama tujuh hari sejak mulai terjadi kebakaran. Maksudnya 

ialah jika tertanggung tidak memberitahukannya dalam tenggang waktu tersebut, 

maka kami akan menolak ganti rugi. 

Sedangkan kalau kerugian itu tersebab oleh karena akibat tidak langsung dari 

kebakaran umpamanya kerusakan akibat genagan air pemadam kebakaran atau 

kerusakan akibat pencegahar.. kebakaran maka dalam hal in~, pengertian atau 

pentingnya pemheritahuan bukan hanya pada tertanggung saja akibatnya yang besar, 

melainkan juga bagi penanggung mempunyai arti yang sangat penting juga. Bagi 

tertanggung, pemberitahuan ini pentingnya adalah untuk cepatnya penyerahan ganti 

rugi dari penanggung dan juga agar jangan lewat waktu tertentu, sebab jika lewat 

waktu tertentu maka penanggung akan menolak memberikan ganti rugi (hal ini telah 

dibicarakan di atas). Sekarang dilihat pentingnya bagi penanggung, untuk kerugian 

yang tersebab oleh karena pencegahan kebakaran maka pemberitahuan dari 

tertanggung kepada penanggung adalah sangat diperlu!<an dalam jangka waktu yang 

sepepat mungkin. 

Tujuan pemberitahuan yang segera in{ adalah untuk memungkinkan perusahaan 

asuraansi menyelidiki kerugian itu selagi masih hangat. Kelambatan dapat 

mempersulit tugas penyelidikan. M<akin lama jarak waktu antara terjadinya kerugian 

dengan pemberitahuan kepada perusahaan ansuransi, makin besar kesempatan pihak 

yang ditanggung untuk menyembunyikan atau meniadakan bukti penipuan. 

Apabila keadaannya memang demikian atau dengan kata lain lambatnya 
~ 

penanggung untuk mengetahui kerugian itu maka sudah jelas penanggung cenderung UNIVERSITAS MEDAN AREA



untuk memikul resiko yang lebih besar, umpamanya bertambahnya kerugian akibat 

tidak adanya usaha penyelamatan dari barang-barang yang masih bemilai, o1eh 

karena tidak adanya perintah dari penanggung. Dengan demikian tampaklah penting 

artinya pemberitahuan dari tertanggung kepada penanggung sesegera mungkin sepcrti 

yang telah diuraikan di atas. 

B. Penanggung Mengadakan Penelitian Sehubungan Dengan Pemberitahuaan 

tertanggung 

Penelitian yang dilala1kaan oleh penanggung ini, merupakan tindakan balasan 

dari pcnanggung atau pemberitahuan yang disampaikan secara lisan ataupun tulisan. 

Sebagaimana yang telah diuraikan padea bahagian yang 1alu, dimana dalam 

polis selalu disebutkan untuk jangka waktu berapakah pertanggungan tersebut, ha! ini 

biasanya dicantumkan tanggal mulai berlakunya pe1tanggungan dan tanggal 

berakhimya, yang biasanya 1mtuk jangka waktu satn tahun. 

Hal yang pcrlu untuk diperhatikan at!lu diteliti sehubungan dengan 

pemberitahuan tertanggung ialah apakah kerugian yang timbul masih dalam j angka 
' 

waktu tercantum dalam polis berarti kerugian adalah tanggungan penanggung, dan 

penelitian dilanjutkau pada soal apakah kerugia..'1 itu disebabkan oleh peri shwa 

kebakaran yang tidak dikecuahkaan dalam polis ? Umpamanya kebakaaran itu tidak 

disengaja oleh tertanggung atau kerusakan itu hanya karena perbuatan atau tindakan 

yang diambil petugas pemadam kebakaran sehingga sebahagian barang-barang yang 

dipertanggungkan menjadi rusak atau tidak bemi!ai. 
'I' 
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' • 

Dengan kat& !ain apakah kerugian itu memang tersebab oleh peristiwa kebakaran dan 

lain-lain peristiwa yang disamakan dengan· kebakaran yang kerugiannya menjadi 

tanggungan penanggung. Jika memang demikian maka kemgian itu menjadi 

tanggungan penanggung, sehingga pihak penanggung melanjutkan penelitian pada 

persoalan yang lain. 

Dalam teorinya keadaan di atas akan dihubungkan dengan keberadaan tarif, 

dimana tarifberlaku untuk: pertanggungaan resiko/bahaya: 

1. Kebakaran 

2. Sambaran Petir 

3. Ledakan daan 

4. Kejatuhan pesawat udara. 25
' 

Demikian pula untuk paket bahaya kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat, 

tertabrak kenderaan dan asap. Di samping itu, tarip juga berlaku untuk: resiko gem pa 

bumi dan letusaan gunung berapi, banjir, angin taufan dan badai serta kerusakan 

karena air lainnya, biaya pembersihan; gi,mgguan usaha akibat menimpanya suatu 

bahaya. 

Resiko reaksi nuklir yang . tidak dijamin oleh Polis Standar Kebakaran 

Indonesia dan tidak dapat diasuransikan sebagai resiko khusus tidak termasuk dalam 

ruang lingkup tarip. 

25) H. Abdul Muis, SH, MS, Huknm Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian, 
Fakultas Hukum USU, Medan, (selaitjutnya disingkat Abdul Muis, SH, MS, III) 
1996, hal. 111. ~ 
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Tarif premi yang tercantum dalam tarif hanya berlaku unt~~ harta benda milik 

tertanggung kecuali barang dan barang niaga yang dapat berupa barang orang lain. 

Tarif tidak berlaku untuk .iembatan, p!ntu air, dan pekerjaan sipil basah 

lainnya, dan juga tidak untuk tanaman. Untuk: asuransi obyek demikian, penanggung 

be bas. 

Tarif premi dibagi dalam tarifuntuk: 

1. Obyek industri 

2. Obyek non industri bukan perkebunan daan 

3. Obyek perkebunan. 

Obyek ialah obyek bahaya yang terdiri dari bangunan dan/atau barang. Untuk 

menunjukkan pada suatu jenis obyek demikian, penggunaan bangunannyalah yar1g 

disebut. Sebagai contohnya adalah pasar. Pasar sebagai obyek asuransi adalah 

bangunan yang digunakan sebagai pasar (tempat pertemuan para pedagang dengan 

konsumen). 26
) 

Untuk masing-masing jenis obyek ditetapkan suku premi minimum men rut 

klas konstruksi bangunannya. Sebagai sek:edar contoh dapat disebut obyek 

' 
pengolahan emas , perak, platina dan lain sebagainya, yang diberi suku premi 

minimum sebesar 1,30% setahun jika k:las konstrusi bangunannya super (S), 1, 75%, 

jika kelas I, 2,60% jika kelas II, 5,3% jika kelas III. 

Pabrik tekstil sintetik diberi tarif premi lebih tinggi, yakni 5,6% untuk 

berkonstruksi kelas S, 7,5% dan untuk kelas I, 11,25% untuk kelas II daan 15% untuk 

2
6) Ibid, hal. 112. UNIVERSITAS MEDAN AREA



kelas III. Hal ini mencenninlrnn tingkat bahaya kebakaran pabrik tekstil sintetik yang 

lebih besar daripada pabrik pengolahan emas. 

Premi dinyatakan dalam % pertahun atas jumlah yang dipertanggungkan. 

Penyebutan dalam % (pemtile) tersebut, bukan daalam % (percent). Berasal dari 

zaman kolonial Belanda. Di Inggris penyebutan suku premi dilakukan dalam cent 

percent. Jika yang dimaksud ialah 1,5% misa!nya, maka itu disebut 15 cent percent, 

artinya 15 cent untuk tiap 100 satuan mata uang. Kita menyebutkan sebagai 

0,15%. 27
) 

Khusus untuk obyek yang penggunaan bangunannya tergolong trading dan 

storage, polis harus disertai jaminan tertanggung (warranty) bahwa ia tidak akan 

menyimpan barang peka api di dalamnya jumlah yang melampaui batas yang 

ditetapkan. Demikianlah maka toko serba ada, supertmaket, pusat perbelanjaan, pusat 

pesanan barang lewat pos, toko-toko, renteng, toko sayur mayur dan gudang hams 

memakai jaminan A. Jaminan ini menyatakan bahwa tidak akan ada kapuk yang 

disimpan di dalamnya, kecuali dalam bentuk hal yang dipres secara hidrauli s dan 

diikat dengan simpal besi, dan tidak akan ada barang peka api, atau amat peka api, 
' 

dengan nilai lebih dari Rp. 5.000.000 atau 5% dari nilai seluruh barang, yang 

manapun lebih kecil jumlahnya. 

Barang yang tergolong peka api tersebut terdiri dari dimenthylnitrosoaniline, 

acetic anhyride, acids, kecuali benzoic, boric, citric, malic succinic,tartanic amyl 

alcohol dan alcohol yang lebih tinggi dan mempunyai titik api di bawah 66c;,'0, 

27> Ibi hal. 113. UNIVERSITAS MEDAN AREA



aluminium chloride, aniline, larutan amorua, amyl acetate, aspal dan asphaltum 

balsam kecuali dalam botol, peti, kaleng, pun bamhu, rot n dan sebagainya. 

Barang yang tergolong arnat peka apipun banyak jenis, yang semuanya 

disebut dalam batas tarip. 

Jaminan B dan jaminan C mengandung jaminan yang lebih Junak dari 

jaminanA. 

Dalam praktek yang dijalankan bahwa jika barang-barang ada yang tersisa 

tidak habis semua, sehingga masih bemilai rnaka penangggung memerintahkan untuk 

memisahkan barang-barang yang masih berharga. Kemudian barn akan diadakan 

penelitian terhadap jumlah kerugian. Untuk menentukan jumlah kerugian ini dengan 

jalan membandingkan antara jumlah barang-barang semua dengan sisa yang masih 

bemi1ai. Menurut harga jum]ah barang semua adalah nilai riel, jadi ni1ai riel dikurangi 

dengan dengan harga barang yang masih tersisa dan selisihnya adalah jumlah 

kerugian. Lebih lanjut bahwa untuk menentukan jumlah harga barang tidak bernilai 

ini adalah dengan jalan menaksir berdasarkan harga perasaan clan kedua beiah pihak 

hams sama-sama menyetujuinya, sedangkan kalau tidn.k ada persetujuan tentang , 
' 

jumlah harga barang yang musnah maka akan dimintakan bantuan juru taksir yang 

dipilih oleh kedua belah pihak. Sehubungan dengan kerugian terhadap 

pertanggungannya tersebut, memang pihak penanggung tidak mengalarni kesulitan 

dalam menentukan harga barang yang musnah, sehingga tertanggung ini dapat 

menyetujui jumlah kerugian yang ditetapkan. Jika jumlah kerugian telah ditentukan, 

maka untuk menentukan jumlan besamya ganti rugi yang akan diberikan kepad<i 

tertanggung dapat dilaksanakan oleh pihak penanggung. ' UNIVERSITAS MEDAN AREA



Setelah diadakan tafsiran terhadap barang-barang yang terbakar atau rusak.. 

antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung, maka dapat disimpulkan tafsiran 

Jrerugian (sesuai dengan lampiran formulir pemberitahuan kebakaran). Harga yang 

demikian ditetapkan kesepakl3.tan tertanggung dengan penanggung sendiri dengan 

sifatnya masih sementara. 

Masalah sekarang ialah berapakah j umlah ganti rug1 yang akan diterima 

tertanggung apakah sebesar jumlah kerugiaan atau sebesar jumlah uang 

pertanggungan ? 

Untuk menetapkan jumlah ganti mgi tersebut, rr.enurut bbiase.annya ialah harus 

berdasarkan dari perhitungan, yaitn jumlah ganti rugi harus tidak boleh melehihi 

jumlah uang pertanggungan. Dan ganti rugi yang akan di erikan tertanggung adaJah 

sebesar jumlah yang sesuai dengan hitungan akhir terhadap barang-bara!1g yang 

terbakar atau rusak yang dalam hal ini dilakukan oleh team Survey kerugian dari 

pihak penanggung. 

C. Pengiriman Data Claim Kepada Penanggung 

Apabila jumlah ganti rugi sudalf dapat ditentukan maka kepada tertangguilg 

diperintahkau untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan oleh penanggung 

sebagai dasar dari pengeluaran ganti rugi untuk tertanggung atau boleh dikatakan 

tertanggung diperintahkan untuk melengkapi data calim yang akaan dikirim ke kantor 

Penanggung. 

"' 
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Menurut kebiasaan yang berlaku di persusahaan asuransi tertera mengePai 

apa-apa yang dilampirkan dalam calim nampaknya cukup lengkap. Dalam prak.'iek 

yang dilampirkan itu iaiah : 

1. Polis yang bersangkutan. 

Pentingnya polis ialah untuk menentukan j umla maksimum ganti rugi dari 

penanggung, untuk membuktikan sebagai dasar dari bahwa kerugian itu adalah 

tanggungan penanggung dan lain-lain. 

2. Surat dari polisi setempat, yang menerangkan tentang kejadian kebakaran atau 

kerusakan dari barang-barang yaang dipertanggungkan. 

Surat ini diperlukan untuk mengetahui asal usul kebakaran atau sebab kerusa:<ari 

dari barang-barang, kemudian juga menyebutkan hal-hal penyebab keb1kar:'J1 

mer..urut pengetahuan dari tertanggung. Dan juga surat-surat lain yang diperluka r· 

seperti kwintasi pembayaran premi. 
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A. Kesimpulan 

BAR V 

PE NUT UP 

1. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dcngan mana penanggung 

berjanji pada tertanggung karcna pembayaran premi kepadanya untuk 

mengganti kerugian akibat suatu pcristiwa yang tak dapat dipastikan :mat 

terjadinya. Dalam pertanggungan iniperlu diperhatikan beberapa pn ns1p 

umum antarn. lain : Insurable Interes, Principile of Indernnity dan Good Faith. 

2. Pertanggungan bukan1ah perjanjian untung-untungan oleh karena peralihan 

resiko selalu diimbangi dengan pembayaran premi, harus adanya kepentingan 

dan jika perselisihan antara pihak-pihak diselesaikan me1alui pengadilan. Oleh 

karena pertanggungan adalah perjanjian maka untuk sahnya perlu memenuhi 

syarat-syarat sahnya perjanjian. 

3. Untuk membuktikan terbentuknya pertanggungan, perlu adanya p lis scbaga: 

bukti permulaan dan sebagai bukti terpenting dari pertanggungan. Dalam poll:, 

dicantumkan hal-hal terhadap, peristiwa apa pertanggungan digantungkan, 

umpamanya peristiwa kebakaran dan syarat-syarat dari peristiwa kebakaran 

itu serta peristiwa-peri:;tiwa apa yang disamakan dengan kebakaran tersebut. 

4. Sehubungan dengan kebaran yang terjadi pada objek yang dipertanggungkan, 

maka pelaksanaan ganti rugi pertanggungan terhadap objek tersebut dilakukan 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak. 
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dan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan perjanj ian diantaranya, 

cepatnya tertanggung menanggapi dengan cepat sehingga dalam jangka waktu 

yang singkat pula penanggung dapat mengeluarkan keputusan untuk 

penyerahan ganti rugi kepada tertanggung. 

B. Saran-Saran 

1. Pada pemmggung disarankan agar lebih aktif memberi pengertian kepado. 

te1ianggung terutama sekali mengenai hak-hak serta kewajib<m para pihaL 

dalam pertanggu.'lgan ini. Dan di samping itu jika terjadi penggantian 

kerugian kepada tertanggung hendak:nya penanggung memberikan laporan 

pada pihak Pemerinta.h setemP.at, agar pihak Pemerintah dapat lebih 

mengetahui perkembangan pertanggungan. 

2. Kepada pihak masyarakat disarankan agar janganlah hendaknya menggap 

bahwa pembayaran premi merupakan sesuatu pengeluaran yaang tidak berarti 

apa-apa. Dimana hendaknya premi ditafsirkan :;ebag'11.i suatu keuntung:,itt 

" 
baginya disuatu hari. 

' 

3. Kepada pihak setempat seiaku pengawas disarankan lebih memperhatika11 

bai perkemhangan atau pertumbuhan pertanggungan pada mas;1araka'. 

terutama sekali pada yang masih awam dalam bidang ini serta mernberi 

pengertian setiap anggota masyarakat dalam kehidupannya perlu untuk 

diarnbil bagian pertanggu."1.gan ini. 
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